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PUTUSAN
Nomor 1669/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG
Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan
sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan

Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini

memberi kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding,
Direktorat Jenderal Pajak;

2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi,
Direktorat Keberatan dan Banding;

3. Farchan llyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit
Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan
Banding;

4. Budi Rahardjo, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan
Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal

Pajak Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2192/PJ./2014

tanggal 04 September 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT PATRA TEKNIK, beralamat di Gedung Perta Insana, Jalan

Otto Iskandardinata Raya Nomor 66, Jakarta 13330;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan
permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor
Put.52878/PP/M.111A/16/2014 tanggal 3 Juni 2014 yang telah berkekuatan
hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu
sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor L-223/0.00/V/2013
tanggal 03 Januari 2013, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
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Bahwa bersama ini Pemohon Banding mengajukan Banding atas Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Maret Tahun
2010 Nomor KEP-243/WPJ.19/2013 tanggal 27 Februari 2013 sebagai produk
hukum Hasil Pemeriksaan Keberatan Terbanding Nomor LAP-165/WPJ.19/2013
tanggal 27 Februari 2013;

Bahwa adapun yang menjadi dasar pengajuan banding Pemohon Banding
adalah sebagai berikut:

Aspek Formal

Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa
Maret Tahun 2010 yang diterbitkan tanggal 27 Februari 2013 yang diterima
tanggal 05 Maret 2013 sehingga Surat Pengajuan Banding yang Pemohon
Banding ajukan telah memenuhi jangka waktu 3 (tiga) Bulan seperti yang diatur
dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Aspek Material

Bahwa sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dari Terbanding
Nomor 00136/207/10/051/12 tanggal 24 April 2012;

Bahwa terhadap Laporan SPT Pajak Pertambahan Nilai Masa Maret 2010 yang
telah Pemohon Banding sampaikan ke Terbanding telah dilakukan koreksi
terhadap Pajak Masukan sebesar Rp.70.648.224,00 sehingga menjadi Kurang
Bayar Rp.141.296.448,00;

Bahwa oleh Terbanding dan Pemeriksaan Keberatan Pemohon Banding oleh
Terbanding dengan Nomor LAP-163/WPJ.19/2013 tanggal 27 Februari 2013,

dengan penghitungan sebagai berikut:

No Uraian Menurut Terbanding

1 | PPN Kurang (Lebih) Dibayar Rp. 70.648.224,00

2 | Sanksi Kenaikan Rp. 70.648.224,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp.141.296.448,00

Bahwa demikian pengajuan banding Pemohon Banding atas Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Maret Tahun 2010 Nomor
00136/207/10/051/2012 tanggal 24 April 2012 dan KEP-243/WPJ.19/2013
tanggal 27 Februari 2013, dapat dipertimbangkan kembali sesuai dengan
perhitungan tersebut;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52878/
PP/M.IIIA/16/2014 tanggal 3 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap
tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor atas KEP-243/WPJ.19/2013 tanggal

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 1669/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Februari 2013, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2010 Nomor
00136/207/10/051/12 tanggal 24 April 2012, yang terdaftar dalam berkas
perkara Nomor 16-070860-2010, atas nama PT Patra Teknik NPWP
01.772.277.8-051.000, beralamat di Gedung Perta Insana, JI. Otto
Iskandardinata Raya No. 66, Jakarta 13330, dengan perhitungan sebagai

berikut :

Dasar Pengenaan Pajak Rp9,228,199,162.00
Pajak Keluaran Rp 922,819,915.00
Pajak yang dapat diperhitungkan Rp1,109,185,651.00
PPN Kurang/(Lebih) Bayar (Rp 186,365,736.00)
Dikompensasi Ke Masa Pajak Berikutnya Rp 186,365,736.00
PPN yang masih Kurang/(Lebih) Bayar Rp 0.00
Sanksi Administrasi, berupa :

- Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp 0.00
PPN yang masih harus dibayar Rp 0.00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap vyaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52878/PP/
M.IIIA/16/2014 tanggal 3 Juni 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan
Kembali pada tanggal 26 Juni 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon
Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor SKU-2192/PJ./2014 tanggal 04 September 2014, diajukan
permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan
Pajak pada tanggal 22 September 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 22 September
2014,

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut
telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 26 Februari
2016, akan tetapi Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Jawaban
Memori Peninjauan Kembali berdasarkan Surat Keterangan Wakil Panitera
Pengadilan Pajak Nomor TKM-377/PAN.Wk/2016 tanggal 30 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta
alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor
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14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan
kembali tersebut secara formal dapat diterima;
ALASAN PENINJAUAN KEMBALI
Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan
alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:
l. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali
Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan
Kembali ini adalah:
Tentang Koreksi atas Pajak Masukan sebesar Rp70.648.224,00 karena
jawaban Klarifikasi menyatakan “tidak ada” yang tidak dipertahankan oleh
Majelis Hakim Pengadilan Pajak;
Il.  Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali
Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)
membaca, meneliti, dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan
Pajak Nomor Put.52878/PP/M.IIIA/16/2014 tanggal 03 Juni 2014 tersebut,
maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan
Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan
keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (rechtsfeit) dan
peraturan perundang-undangan perpajakan yang Dberlaku dalam
pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (tegenbewijs) atau setidak-
tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa error facti maupun
error juris dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya,
sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah
digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-
nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
(contra legem), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan
yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:
1. Bahwa pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak
atas sengketa a quo sebagaimana tertuang dalam putusan a quo
halaman 14 yang antara lain berbunyi sebagai berikut:
Bahwa Terbanding adalah sebagaimana dimaksud dalam Surat Uraian
Banding, Laporan Penelitian Keberatan menyatakan yang belum
memberikan jawaban klarifikasi atas Faktur Pajak adalah sebesar
Rp13.122.000,00;
Bahwa terdapat selisih koreksi yang dilakukan Terbanding belum
memberikan jawaban klarifikasi atas Faktur Pajak sebesar
Rp6.162.000,00;
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Bahwa Terbanding tidak dapat membuktikan koreksi dimaksud atas
faktur pajak atau bukti pelunasan Pajak Pertambahan Nilai yang mana;
Bahwa Majelis berpendapat atas koreksi Terbanding sebesar
Rp6.162.000,00 tidak dapat dipertahankan;

Bahwa konsep pemungutan Pajak Pertambahan Nilai adalah
memisahkan hak dan kewajiban terhadap dua entitas yang berbeda,
yaitu antara penanggung jawab beban (PKP Pembeli) - (Pasal 16F
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan
Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan
Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atau
Undang-Undang PPN) dan penanggung jawab pembayaran (PKP
penjual) - (Pasal 3A (1) Undang-Undang PPN), jika Penanggung jawab
beban sudah dipungut, atau bahkan belum dipungut dan si
penanggung jawab pembayaran tidak melaporkannya, maka yang
harus bertanggung jawab adalah penanggung jawab pembayaran.
Kecuali penanggung jawab pembayaran tidak dapat ditagih (tidak
diketemukan), dan penanggung jawab beban tidak dapat menunjukan
bukti asli pungutan, maka yang harus membayar adalah PKP Pembeli
(Pasal 9 (2) dan Pasal 16F Undang-Undang PPN);

Bahwa Terbanding harus melakukan konfirmasi, memang mutlak
harus dilakukan karena terkait dengan kebenaran Faktur Pajak
Masukan yang dikreditkan oleh PKP Pembeli, namun demikian hal ini
diperlukan lebih kepada pengawasan terhadap PKP penjual, apakah
PPN yang telah dipungut oleh penjual tersebut telah dilaporkan dalam
SPT Masa PPN-nya, jika belum maka, Terbanding harus menindak
lanjuti dengan menerbitkan SKP berikut sanksi, dan bukan mengoreksi
Faktur Pajak Masukan PKP pembeli;

Bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyampaikan
dokumen uji arus kas yang didukung dengan dokumen pendukung,
telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Pemohon
Banding telah melunasi Pajak Pertambahan Nilai terutang;

bahwa berdasarkan ketentuan a quo, bahwa Majelis setelah

melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap alat bukti yang
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disampaikan oleh para pihak dalam persidangan, berpendapat Pajak

Masukan a quo dapat dikreditkan;

Bahwa sesuai Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002

tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa "Putusan

Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan

berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang

bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis

berkesimpulan untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon

Banding;

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pokok
sengketa yang digunakan sebagai dasar hukum peninjauan kembali
antara lain sebagai berikut:

2. 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pengadilan
Pajak), antara lain mengatur:

Pasal 69 ayat (1):

Alat bukti dapat berupa:

a. surat atau tulisan;

b. keterangan ahli;

c. keterangan para saksi;

d. pengakuan para pihak; dan/atau

e. pengetahuan Hakim;

Pasal 76:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban
pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya
pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);

Memori penjelasan Pasal 76 menyebutkan:

Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan
kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam
Undang-Undang perpajakan;

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang
harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi
para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam
persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan

oleh para pihak;
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Pasal 78:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian

pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan

perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan

Hakim;

Memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan:

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;

2. 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya
disebut dengan Undang-Undang PPN), antara lain mengatur:
Pasal 1 Angka 24:

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Pajak

Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya

sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan

Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan

atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar

Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar

Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak;

Pasal 9 ayat (2):

Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan

Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama;

Pasal 9 ayat (8):

Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara

sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk:

a. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak
sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena
Pajak;

b. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang
tidak mempunyai hubungan langsung dengan Kkegiatan
usaha;

c. perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan,
jeep, station wagon, van, dan kombi kecuali merupakan
barang dagangan atau disewakan;

d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau
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pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean
sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena
Pajak;

e. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang
bukti pungutannya berupa Faktur Pajak Sederhana;

f. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang
Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5);

g. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau
pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang
Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);

h. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang
Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan
pajak;

i. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang
Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam  Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang
diketemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan;

Pasal 9 ayat (9):
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan
dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat
dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga)
bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan
sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan
pemeriksaan;

Pasal 13 ayat (5):

Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang

penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena

Pajak yang paling sedikit memuat:

a. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan
Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;

b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli
Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;

c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian,
dan potongan harga;

d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
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e. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut;

f. Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan

g. Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak
menandatangani Faktur Pajak;

2. 3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-754/PJ./2001
tanggal 26 Desember 2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Klarifikasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi
Perpajakan (selanjutnya disebut dengan KEP-754), antara lain
mengatur:

Pasal 1:

Konfirmasi Faktur Pajak dengan aplikasi Sistem Informasi

Perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk

mendapatkan keterangan tentang keabsahan Faktur Pajak;

Lampiran |

Bahwa tujuan dilakukannya konfirmasi Faktur Pajak adatah untuk

mendapatkan keyakinan bahwa:

a. Faktur Pajak tersebut diterbitkan oleh Pengusaha yang telah
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

b. Faktur Pajak tersebut diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak
sehubungan dengan adanya penyerahan BKP dan atau JKP
yang terutang Pajak Pertambahan Nilai;

c. Faktur Pajak tersebut telah dilaporkan PKP penerbit sebagai
Pajak Keluaran pada SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai;

Butir 1.4.1.3

Apabila jawaban klarifikasi menyatakan:

1.4.1.3.1. “ada dan sesuai" dengan penjelasan bahwa:
a. Faktur Pajak tersebut belum direkam KPP
domisili PKP Penjual;
b. Faktur Pajak tersebut terlambat dilaporkan oleh
PKP Penjual;
maka Faktur Pajak tersebut dapat diperhitungkan
sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;
1.4.1.3.2. "tidak ada” dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak
tersebut belum dilaporkan oleh PKP Penjual dan
KPP domisili PKP Penjual telah menerbitkan
SKPKB/SKPKBT atas Faktur Pajak yang belum
dilaporkan Pengusaha Kena Pajak Penjual tersebut
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maka Faktur Pajak tersebut dapat diperhitungkan
sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;
1.4.1.3.3. "tidak ada" dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak

tersebut tidak sah karena:

- Pengusaha yang menerbitkan Faktur Pajak
tersebut belum dikukuhkan sebagai PKP; atau

- PKP Penjual tidak pernah melakukan
penyerahan BKP/JKP kepada PKP Pembeli
yang bersangkutan;

maka Faktur Pajak tersebut tidak dapat

diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat

dikreditkan;

3. Bahwa yang menjadi Pokok Sengketa adalah Koreksi Pemohon
Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Pajak Masukan sebesar
Rp70.648.224,00 terdiri dari 3 Faktur Pajak yang dikoreksi karena
jawaban Klarifikasi menyatakan “tidak ada”;

4. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)
menyatakan tidak setuju dengan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali
(semula Terbanding) dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa koreksi terhadap Pajak Masukan (Kredit Pajak) Masa Maret
2010 yang terdiri atas 3 Faktur Pajak, dengan data sebagai berikut:

No Nama No Faktur Pajak Tanggal PPN

1 PT. DELTA MEDIAN 010-000-1000000008 08/03/2010 Rp.29.566.646,00

2 PT. DELTA MEDIAN 010-000-1000000007 08/03/2010 Rp.27.959.578,00

3 PT. Ravindo Utama 010-000-1000000020 15/03/2010 Rp. 6.960.000,00
Rp.64.486.224,00

Bahwa berdasarkan data keuangan Pemohon Banding bahwa untuk
Faktur Pajak di atas telah dibayarkan dengan Pajak Pertambahan
Nilainya, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Bahwa Pemohon Banding telah menyerahkan bukti pendukung berupa
arus kas dan arus barang;

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengabulkan seluruhnya
permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula
Pemohon Banding) dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana
diuraikan di atas;

6. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang

berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 1669/B/PK/PJK/2017

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan
Pengadilan Pajak Nomor Put.52878/PP/M.111A/16/2014 tanggal 03 Juni
2014 serta berdasarkan hasil penelitian atas dokumen-dokumen milik
Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-
fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon
Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan
dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana
diuraikan tersebut diatas dengan penjelasan sebagai berikut:
6.1. Bahwa berdasarkan hasil penelitian keberatan atas koreksi Pajak
Masukan yang dikoreksi karena jawaban klarifikasi menyatakan

“tidak ada” adalah sebagai berikut:

Koreksi Semula Rp.70.648.224,00
Koreksi Dibatalkan Rp. 0,00
Koreksi Dipertahankan Rp.70.648.224,00

6.2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)
melakukan Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan
sebesar Rp70.648.224,00 dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa Dasar Hukum yang digunakan adalah KEP-754;

b. Bahwa koreksi atas Kredit Pajak Faktur Pajak Masukan
sesuai dengan permintaan Klarifikasi data Pajak Keluaran
yang dijawab “tidak ada” oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat
Pengusaha Kena Pajak terdaftar;

6.3. Bahwa koreksi yang dipertahankan sebesar Rp70.648.224,00
untuk masa Maret 2010 terdiri dari 3 Faktur Pajak sebagaimana
tercantum dalam Kertas Kerja Penelitian;

6.4. Bahwa di dalam persidangan, Pemohon Peninjauan Kembali
(semula Terbanding) tidak diberikan kesempatan oleh Majelis
Hakim untuk melakukan Uji Kebenaran Material (Uji Bukti)
terhadap koreksi Pajak Masukan tersebut, sehingga Pemohon
Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak bisa melihat
secara langsung bukti dan dokumen yang diberikan oleh
Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ke
Majelis Hakim;

6.5. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas telah jelas bahwa
koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas
Pajak Masukan sebesar sebesar Rp70.648.224,00 sudah tepat
dan telah sesuai dengan data dan fakta persidangan dan telah
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sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

6.6. Bahwa pendapat Majelis Hakim yang tidak mempertahankan
koreksi pktn tidak sesuai dengan data dan fakta persidangan,
serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang
Pengadilan Pajak;

7. Bahwa berdasarkan uraian hasil evaluasi tersebut di atas, maka
putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon
Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berupa Koreksi Pajak
Masukan sebesar Rp70.648.224,00 di dalam Putusan Pengadilan
Pajak Nomor Put.52878/PP/M.I11A/16/2014, tidak sesuai dengan bukti
dan fakta yang ada serta tidak sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan perpajakan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal
78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, sehingga diusulkan untuk
diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (fundamentum petendi) tersebut
di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-
nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara
a quo tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian
pembuktian, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim
pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata
telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku (contra legem), khususnya dalam
bidang perpajakan. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Pajak Nomor
Put.52878/PP/M.I11A/16/2014 tanggal 03 Juni 2014 harus dibatalkan;

lll.  Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor
Put.52878/PP/M.IIIA/16/2014 tanggal 03 Juni 2014 yang menyatakan:
Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding
terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor atas KEP-
243/WPJ.19/2013 tanggal 27 Februari 2013, tentang Keberatan atas Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa
Masa Pajak Maret 2010 Nomor 00136/207/10/051/12 tanggal 24 April
2012, yang terdaftar dalam berkas perkara Nomor 16-070860-2010, atas
nama PT Patra Teknik NPWP 01.772.277.8-051.000, beralamat di Gedung
Perta Insana, JI. Otto Iskandardinata Raya No. 66, Jakarta 13330, dengan

perhitungan sebagaimana tersebut diatas,
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adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut,
Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak
dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan
mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan
Terbanding Nomor: KEP-243/WPJ.19/2013 tanggal 27 Februari 2013, tentang
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang
dan Jasa Masa Maret 2010 Nomor: 00136/207/10/051/12 tanggal 24 April 2012,
atas nama Pemohon Banding NPWP: 01.772.277.8-051.000, sehingga pajak
yang masih harus dibayar menjadi nihil adalah sudah tepat dan benar dengan
pertimbangan:

a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara
a quo yaitu Koreksi atas Pajak Masukan sebesar Rp70.648.224,00; karena
jawaban Klarifikasi menyatakan “tidak ada” yang tidak dipertahankan oleh
Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah
meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori
Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon
Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali
tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang
terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis
Pengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo berupa 3 (tiga) Faktur Pajak
Masukan yang telah klarifikasi bahwa Faktur Pajak Masukan yang dijawab
“Tidak Ada”, maka apabila mungkin akan terjadi kerugian yang akan timbul
tidak dapat dilimpahkan kepada Pemohon Banding sekarang Termohon
Peninjauan Kembali, sehingga Faktur Pajak Masukan tetap dapat
dikreditkan dan olehkarenanya koreksi Terbanding sekarang Pemohon
Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan
ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29
ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan juncto Pasal Pasal 1 angka 23 juncto Pasal 13 ayat (5) juncto
Pasal 16F Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai juncto Keputusan
Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001;

b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang

nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
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berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon
Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan
sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali,
maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan
karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan
Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya
perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00
(dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung
pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2017, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.,
M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai
Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-
Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim
Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Muhammad Aly Rusmin, S.H.,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis: Ketua Majelis,

ttd./ ttd./

Dr. Yosran, S.H., M.Hum. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.
ttd./

Is Sudaryono, S.H., M.H.
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Panitera Pengganti,

Biaya-biaya ttd./
1. Meterai .......ccccoeeu. Rp. 6.000,00 Muhammad Aly Rusmin, S.H.
2.Redaksi ............... Rp. 5.000,00
3. Administrasi .......... Rp. 2.489.000,00
Jumlah ........c.....ee. Rp. 2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 1669/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15



